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	UCAPAN TERIMA KASIH
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABTRACK
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat seperti indust...
	Dalam konteks pembangunan daerah, pengembangan UMKM memerlukan dukungan yang tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pelaku UMKM membutuhkan kemampuan dalam mengelola usaha, mengembangkan produk, melakukan pe...
	Pemberdayaan UMKM juga telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampua...
	Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang memiliki kegiatan ekonomi masyarakat yang beragam. Data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya berbagai sektor usaha yang berkembang di masyarakat. Kota Lhokseumawe Dalam Angka 202...
	Gambaran mengenai keberadaan UMKM menurut sektor penting ditampilkan pada bagian awal penelitian karena dapat memberikan data awal mengenai skala dan karakteristik kegiatan usaha masyarakat di Kota Lhokseumawe.
	Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe Menurut Sektor
	Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2023
	Berdasarkan Tabel 1.1, tercatat sebanyak 6.352 UMKM di Kota Lhokseumawe yang tersebar pada beberapa sektor kegiatan usaha. Jumlah terbesar terdapat pada sektor industri sebanyak 3.541 UMKM, diikuti sektor perdagangan sebanyak 2.585 UMKM. Sementara it...
	Besarnya jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian lokal. Banyaknya pelaku usaha tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh UMKM telah berkembang secara optimal...
	Dalam kondisi tersebut, pemberdayaan UMKM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga masyarakat, sektor swasta, maupun BUMN dapat berperan dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM. Keterlibatan BUMN menjadi salah satu be...
	Di Kota Lhokseumawe, salah satu bentuk pembinaan tersebut dilakukan melalui Rumah BUMN di bawah PLN UP3 Lhokseumawe. Keberadaan Rumah BUMN tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan BUMN dalam mendukung perkembangan UMKM di wilayah Lhokseumawe d...
	Salah satu bentuk keterlibatan BUMN dalam pemberdayaan UMKM dilakukan melalui Program Rumah BUMN. Rumah BUMN merupakan wadah yang digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM melalui berbagai bentuk pembinaan. Dalam pel...
	Keterlibatan BUMN tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan secara langsung, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pelaku usaha. Dalam pelaksanaan Rumah BUMN, pelaku UMKM didorong untuk meningkatkan ke...
	Bentuk pembinaan tersebut dapat dilihat melalui beberapa UMKM yang memperoleh dukungan dari PLN. Salah satu contoh yang telah dipublikasikan oleh PT PLN (Persero) adalah Bafareez, yaitu usaha keripik pisang milik pelaku UMKM asal Muara Dua, Kota Lhok...
	Selain Bafareez, PLN juga mempublikasikan Andrea Guitars sebagai salah satu UMKM binaan PLN di Lhokseumawe. Dukungan PLN terhadap usaha tersebut berupa bantuan peralatan produksi yang ditujukan untuk membantu pengembangan usaha dan peningkatan kemamp...
	Tabel 1.2 UMKM yang Mendapatkan Pembinaan/Dukungan PLN di Lhokseumawe
	Sumber: PT PLN (Persero), 2022.
	Keberadaan UMKM binaan tersebut memberikan gambaran awal bahwa program pembinaan BUMN dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga dapat berupa pela...
	Namun, keberadaan program dan berbagai bentuk fasilitas yang tersedia belum dapat dijadikan ukuran bahwa seluruh pelaku UMKM secara otomatis mampu mengembangkan usahanya. Setiap pelaku UMKM memiliki kondisi usaha, kemampuan, kebutuhan, serta tingkat ...
	Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pemberdayaan karena pelaku UMKM merupakan pihak yang secara langsung menjalankan kegiatan usaha. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga perlu terlibat dalam proses ...
	Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam Program Rumah BUMN perlu dilihat sebagai bagian dari proses pemberdayaan ekonomi lokal. Program yang menyediakan pelatihan dan fasilitas akan lebih bermanfaat apabila masyarakat dapat memanfaatkan dukunga...
	Permasalahan tersebut kemudian berkaitan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pengelola Program Rumah BUMN. Strategi pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan jenis kegiatan yang telah disusun dalam program, seperti pelatihan, digitalisa...
	Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, strategi dapat berupa cara pengelola membangun komunikasi dengan masyarakat, memberikan pendekatan sesuai kebutuhan pelaku usaha, mendorong masyarakat yang belum aktif untuk terlibat, membantu menyelesaikan kendal...
	Hal tersebut menjadi penting karena karakteristik pelaku UMKM berbeda-beda. Ada pelaku usaha yang telah memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha, tetapi masih membutuhkan akses pasar. Ada pula pelaku usaha yang membutuhkan peningkatan kemampuan adm...
	Hubungan antara partisipasi masyarakat dan strategi pemberdayaan tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Ketika terdapat permasalahan dalam keterlibatan masyarakat, maka perlu dilihat bagaimana pihak Rumah BUMN merespons kondisi tersebut...
	Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mengkaji Program Rumah BUMN di Gampong Lancang Garam, Kota Lhokseumawe. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan program serta strategi pemb...
	Penelitian ini juga penting karena data awal mengenai jumlah UMKM menunjukkan bahwa aktivitas usaha masyarakat di Kota Lhokseumawe cukup beragam. Sementara itu, keberadaan Rumah BUMN menunjukkan adanya upaya kelembagaan untuk mendukung perkembangan U...
	Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak menempatkan wawancara sebagai data awal dalam Bab I. Data wawancara dengan pihak pengelola, fasilitator, pelaku UMKM, tokoh komunitas, maupun akademisi akan digunakan pada Bab IV sebagai hasil penelit...
	Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Rumah BUMN dan strategi pemberdayaan yang diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan serta keberlanjutan program bagi...
	Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Program Rumah BUMN di Kota Lhokseumawe.”
	1.2 Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
	1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Rumah BUMN di Gampong Lancang Garam, Kota Lhokseumawe?
	2. Apa strategi pemberdayaan yang paling efektif untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan Program Rumah BUMN bagi pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe?
	1.3 Fokus Penelitian
	Untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan tidak melebar dari permasalahan yang telah ditentukan, maka fokus penelitian ini adalah:
	1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Rumah BUMN di Gampong Lancang Garam, Kota Lhokseumawe.
	2. Strategi pemberdayaan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan Program Rumah BUMN bagi pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe.
	1.4 Tujuan Penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:
	1. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Rumah BUMN di Gampong Lancang Garam, Kota Lhokseumawe.
	2. Menganalisis strategi pemberdayaan yang diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan Program Rumah BUMN bagi pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe.
	1.5 Manfaat Penelitian
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secera praktis dan teoritis.
	a. Manfaat Teoretis
	1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
	2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan strategi pemberdayaan UMKM melalui program BUMN.
	b. Manfaat Praktis
	1. Bagi masyarakat/pelaku UMKM
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan serta pemanfaatan pembinaan yang diberikan untuk mendukung pengembangan usaha.
	2. Bagi pengelola Rumah BUMN
	Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan pembinaan UMKM, khususnya dalam menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM.
	3. Bagi akademisi
	Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peran BUMN dalam pengembangan UMKM.

	BAB II
	LANDASAN TEORI
	2.1 Penelitian Terdahulu
	2.2 Landasan Teori
	2.2.1  Konsep Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengenali potensi, mengatasi permasalahan, mengakses sumber daya, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pemberdayaan ti...
	Menurut Suharto (2005), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh akses terhadap sumber-sumber produktif, serta berp...
	Pemberdayaan masyarakat juga menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari suatu program, tetapi memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses yang berkaitan dengan keb...
	Suharto (2005) menjelaskan pemberdayaan melalui beberapa aspek yang dikenal dengan konsep 5P, yaitu pemungkinan (enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting), penyokongan (supporting), dan pemeliharaan (fostering). Kelima aspek terseb...
	Pertama, pemungkinan (enabling) berkaitan dengan penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal. Dalam pemberdayaan UMKM, pemungkinan dapat diwujudkan melalui penyediaan ruang belajar, akses informasi, pelatihan, serta ling...
	Kedua, penguatan (empowering) berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta kepercayaan diri masyarakat. Pada pelaku UMKM, penguatan dapat dilakukan melalui pelatihan pengelolaan usaha, pemasaran, administrasi, pengelolaan ...
	Ketiga, perlindungan (protecting) berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya. Dalam konteks UMKM, perlindungan dapat berkaitan dengan pemberian akses informasi, pendampingan,...
	Keempat, penyokongan (supporting) merupakan upaya memberikan bimbingan, dukungan, dan pendampingan agar masyarakat mampu menjalankan perannya secara mandiri. Pendampingan menjadi penting karena pelaku UMKM tidak selalu mampu menerapkan pengetahuan ya...
	Kelima, pemeliharaan (fostering) berkaitan dengan upaya menjaga kondisi pemberdayaan agar masyarakat tetap mampu mempertahankan kemampuan dan kesempatan yang telah diperoleh. Dalam pengembangan UMKM, pemeliharaan dapat dilihat dari keberlanjutan pend...
	Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Pelatihan atau bantuan pada tahap awal belum dapat dikatakan sebagai keberhasilan pemberdayaan apabila masyarakat belum mampu menggunakan pengetahuan dan ...
	Dalam konteks Program Rumah BUMN, konsep pemberdayaan masyarakat digunakan untuk melihat bagaimana program memberikan ruang dan dukungan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. Bentuknya dapat berupa pelatihan, pendampingan, fasilitasi...
	Namun, penelitian ini tidak hanya melihat apa saja program yang diberikan oleh Rumah BUMN, tetapi juga melihat bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam menghadapi kondisi masyarakat di lapangan. Hal tersebut penting karena strategi pemberdayaan t...
	2.2.2  Konsep Bentuk Partisipasi Masyarakat
	Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Partisipasi tidak hanya diartikan sebagai kehadiran masyarakat dalam suatu kegiatan, tetapi juga mencakup keterlibatan...
	Menurut Mikkelsen (2003), partisipasi masyarakat berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, menentukan kebutuhan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, hingga memperoleh manfaa...
	Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk keterlibatan. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu keterlibatan dalam menyampaikan pendapat, gagasan, dan kebutuhan dalam menentukan ke...
	Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, partisipasi menjadi bagian penting karena keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh pihak yang menyelenggarakan program, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus p...
	Berdasarkan uraian tersebut, bentuk partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan Program Rumah BUMN, baik melalui keikutsertaan dalam pelatihan, pendampingan usaha, pemanfaatan informas...
	Dengan demikian, partisipasi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari kehadiran pelaku UMKM dalam kegiatan, tetapi juga dari keterlibatan dan keberlanjutan mereka dalam mengikuti proses pembinaan serta memanfaatkan hasil kegiatan untuk mendukung...
	Selain keaktifan dalam mengikuti kegiatan, keberlanjutan partisipasi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Pelaku UMKM diharapkan tidak hanya berpartisipasi ketika kegiatan pelatihan dilaksanakan, tetapi juga tetap terlibat pada tahap pendam...
	Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, tingkat partisipasi setiap pelaku UMKM dapat berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi usaha, kemampuan, waktu, kebutuhan, serta pemahaman masing-masing individu. Oleh sebab itu, bentuk partisipasi masyarakat per...
	Berdasarkan pemahaman tersebut, konsep bentuk partisipasi masyarakat dalam penelitian ini digunakan untuk melihat keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan Program Rumah BUMN di Gampong Lancang Garam, Kota Lhokseumawe. Partisipasi tersebut men...
	Partisipasi masyarakat juga menjadi penting untuk melihat keberlanjutan suatu program, karena program pemberdayaan tidak hanya membutuhkan dukungan dari pihak pengelola, tetapi juga membutuhkan kemauan masyarakat untuk terlibat secara terus-menerus. ...
	Berdasarkan pemahaman tersebut, konsep bentuk partisipasi masyarakat menjadi landasan dalam penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan Program Rumah BUMN di Gampong Lancang Garam, Kota Lhokseumawe. Mela...
	Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui Program Rumah BUMN. Keterlibatan aktif masyarakat mendukung proses pembinaan sesuai kebutuhan, sehingga pelaku UMKM tidak hanya menjadi...
	2.2.3  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari proses pemberdayaan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan moda...
	Menurut Suharto (2005), pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan, memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam konteks ekonomi mas...
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal memiliki karakteristik yang berkaitan dengan potensi dan kondisi wilayah setempat. Masyarakat lokal memiliki sumber daya, keterampilan, pengalaman, serta jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pe...
	Dalam konteks pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan kualitas produk, penguatan manajemen usaha, peningkatan akses pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, fasilitasi legalitas...
	Pemberdayaan ekonomi juga memiliki hubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Kapasitas yang dimaksud tidak hanya berupa keterampilan teknis dalam menghasilkan produk, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola usaha secara keseluruhan. Pelaku UM...
	Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan proses yang berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan satu kali belum tentu menghasilkan perubahan apabila tidak disertai kesempatan bagi masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang dipe...
	Selain peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat membangun hubungan dengan pihak lain. Pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat dari hubungan dengan pemerintah, BUMN, lembaga keuangan, komun...
	Dalam konteks penelitian ini, Program Rumah BUMN dipandang sebagai salah satu wadah yang mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha. Rumah BUMN tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pelatiha...
	Pemberdayaan ekonomi melalui Rumah BUMN dapat dilihat dari bagaimana pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan usaha melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan. Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum secara otomatis menunjukk...
	Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Program yang menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses pengembangan usaha membutuhkan keterlibatan masyarakat agar fasilitas tersebut dapat dimanfaat...
	Dengan demikian, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lanjutan dapat menjadi salah satu persoalan dalam proses pemberdayaan ekonomi. Apabila pelaku UMKM hanya mengikuti kegiatan pada tahap awal tetapi tidak menerapkan pengetahuan yang dipe...
	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian masyarakat karena memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi di tingkat loka...
	Menurut Tambunan (2020), UMKM merupakan kegiatan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keberadaan UMKM juga memberikan kesempatan kepada masyara...
	Secara umum, UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha berskala besar. Pelaku UMKM cenderung memiliki keterbatasan dalam aspek permodalan, sumber daya manusia, pengelolaan usaha, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut men...
	Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, usaha mikro dan kecil masih menghadapi sejumlah permasalahan, a...
	Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan jumlah pelaku usaha, tetapi juga dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM diperlukan untuk ...
	Dalam peraturan perundang-undangan, pengelompokan UMKM juga didasarkan pada kriteria tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria tersebut digu...
	Kriteria tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki karakteristik dan kapasitas usaha yang berbeda. Perbedaan tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan karena kebutuhan pelaku usaha mikro belum tentu sama dengan kebutuhan pelaku...
	Selain berdasarkan skala usaha, kondisi UMKM juga dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti permodalan, sumber daya manusia, manajemen usaha, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan keberlanjutan usaha. BPS dalam Profil Industri Mikro dan Kecil 2024...
	Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan UMKM bersifat multidimensional. Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan usaha, pemasaran, pemanfaatan teknologi, ...
	Dalam konteks penelitian ini, UMKM dipahami sebagai pelaku usaha yang menjadi sasaran pemberdayaan melalui Program Rumah BUMN di Kota Lhokseumawe. UMKM menjadi kelompok masyarakat yang perlu memperoleh dukungan untuk meningkatkan kemampuan usaha, baik...
	Konsep UMKM tersebut menjadi penting dalam penelitian karena pelaksanaan Program Rumah BUMN tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pelaku usaha agar mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara man...
	Dengan demikian, UMKM dapat dipahami sebagai bagian penting dari ekonomi masyarakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi lokal, tetapi masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha. Kondisi ...
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